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ABSTRAK 

 

DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 

 

Oleh 

 

AATINA IZZATI PENTA HARNOWATI 

 

 

Penelitian bertujuan untuk meneliti apakah tingkat pembangunan manusia, ukuran 

pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, tipe pemerintahan dan temuan audit 

merupakan  determinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 

pengungkapan finansial dan non finansial. Sampel yang digunakan sebanyak 481 

pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa rata – rata 

tingkat pengungkapan laporan keuangan yang diukur dengan indeks  

pengungkapan sebesar 60,89%, rata – rata tingkat pengungkapan finansial sebesar 

67,22% dan rata –rata tingkat pengungkapan non finansial sebesar 50,14%. Hasil 

penelitian membuktikan tingkat pembangunan manusia meningkatkan  

pengungkapan laporan keuangan dan pengungkapan finansial pada laporan 

keuangan. Variabel temuan audit terbukti meningkatkan pengungkapan non 

finansial pada laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah, tingkat 

ketergantungan, tipe pemerintahan belum bisa membuktikan dapat meningkatkan 

pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan finansial dan non finansial pada 

laporan keuangan 

 

Kata kunci: pengungkapan, laporan keuangan pemerintah daerah  
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ABSTRACT 

 

 

DETERMINANT OF FINANCIAL STATEMENTS DISCLOSURE OF 

LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA 

 

By 

AATINA IZZATI PENTA HARNOWATI 

The objectives of this research were to find out whether the human development 

index, the size of regional government, the dependency level, the types of 

governments and audit findings were determinants of regional government 

financial statements disclosure, financial and non-financial disclosure. This 

research used 481 district and municipal regional governments in Indonesia. The 

research results based on the multiple linier regression analysis showed that the 

average of regional government financial statement disclosure was measured with 

disclosure index of 60.89%, the average of financial disclosure was 67.22%, and 

the average of non-financial disclosure was 50.14%. The research result proved 

that the human development level improved financial statement disclosure and 

financial disclosure of financial statement. The audit finding variable proved to be 

increasing non-financial disclosure in the financial statement. The regional 

government size, the dependency level, and types of governments did not yet 

prove able to improve the financial statement disclosure, financial and non-

financial disclosure in the financial statement. 

 

Keywords: disclosure, regional government financial statement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan pada pengelolaan 

keuangan negara mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, 

hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Pemerintah dituntut meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah demi 

terwujudnya good public governance (KNKG, 2008). Transparansi bermanfaat 

untuk meminimalkan masalah moral hazard dengan memfasilitasi kontrol publik. 

Transparansi menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk memantau dan 

mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pegawai pemerintah (Albalate, 2012).  

Transparansi selalu memerlukan syarat yakni bisa dipertanggungjawabkan, karena 

akses informasi merupakan tahap awal proses pertanggungjawaban/akuntabilitas. 

(Meijer,2013).  

Steccolini (2002) menyatakan bahwa laporan tahunan, meskipun belum 

melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, namun 

dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Laporan keuangan 

merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk  
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pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maka laporan keuangan yang diaudit 

harus dilampiri dengan pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan 

terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure). Pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku merupakan pengungkapan yang 

bersifat wajib (Mandatory Disclosure) (Arifin, 2014). 

Mardiasmo (2009) menyatakan Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat 

membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, 

seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non 

financial. 

Standar akuntansi diperlukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah 

yang dihasilkan harus mengikuti SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini 

dipertegas dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Badan pemeriksa keuangan (BPK) memeriksa kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat 1 untuk menjamin kualitas laporan 
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keuangan. Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan 

pemeriksaan 539 LKPD Tahun 2014. 

Tabel 1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2014 yang diperiksa BPK 

LKPD Jumlah LKPD 

Provinsi 34 

Kabupaten 412 

Kota 93 

Total 539 

Sumber : IHPS Semester II Tahun 2015 

Hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan 

opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP 

atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD Capaian LKPD ini di 

bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD 

pada tahun 2014 (BPK, 2015). 

Herawati dan Susanto (2009) berpendapat bahwa salah satu aspek penting untuk 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK adalah kepatuhan terhadap 

standar akuntansi. Namun, rata – rata tingkat pengungkapan wajib laporan 

keuangan (mandatory disclousure) pada Catatan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah berdasarkan SAP di Indonesia masih rendah. 

Suhardjanto Dan Yulianingtyas (2011) menyatakan tingkat pengungkapan wajib 

Laporan Keuangan sebesar 30,85%. Penelitian Martani dan Lestiani (2012) 

menyatakan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 35,45%. 

Peningkatan pengungkapan wajib laporan keuangan dibuktikan dalam penelitian 

Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyebutkan tingkat pengungkapan wajib 
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laporan keuangan sebesar 52,09%. Arifin (2014) menyatakan bahwa secara 

keseluruhan pengungkapan wajib (yang diukur dengan Indeks Kepatuhan 

Pemerintah (GCI)) adalah 69,60%.  

Pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini lebih bersifat pengungkapan 

yang sifatnya wajib karena tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan 

pemerintah daerah masih rendah. Penyusunan laporan keuangan dan praktek 

pengungkapan wajib pemerintah daerah harus mengikuti prinsip-prinsip praktik 

akuntansi di organisasi sektor publik (Arifin, 2014). Penelitian ini membagi 

pengungkapan menjadi pengungkapan finansial dan non finansial untuk 

mengetahui seberapa jauh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi 

laporan keuangan.  

Healy dan Palepu (2001) mendefinisikan pengungkapan sebagai komunikasi 

informasi ekonomi, baik keuangan atau non-keuangan, kuantitatif atau sebaliknya, 

mengenai posisi keuangan perusahaan dan kinerja. PP No 71 Tahun 2010 

menyebutkan laporan finansial terdiri dari kebijakan akuntansi yang digunakan 

dan item – item dalam laporan keuangan. Laporan non finansial pada laporan 

keuangan lebih pada hasil kinerja pemerintah daerah. Informasi non finansial pada 

laporan keuangan penting karena masyarakat sebagai principal berhak 

mengetahui hasil kinerja pemerintah daerah sebagai agent. Hal ini didukung oleh 

Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai 

penyelenggaraan negara. 
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Zimmerman (1977) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan menjadi 

salah satu sarana dalam meminimalkan konflik keagenan sekaligus mewujudkan 

penerapan good public governance. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi 

pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu kunci utama terciptanya 

pengelolaan anggaran yang baik dan didukung oleh keterbukaan informasi yang 

baik pula. 

Peran pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan merupakan indikator utama 

tingkat pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia dapat 

meningkatkan perspektif yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengawasi 

pemerintahannya dan memajukan good public governance di daerahnya  

(Rajkumar dan Swaroop, 2004). Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

dikeluarkan BPS, pembangunan manusia di Indonesia tahun 2014 sebesar 

68,90%, menempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia “sedang”.  

Penelitian Perez, Bolivar dan Hernandez (2014) menyatakan tingkat pendidikan di 

negara- negara OECD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi 

keuangan di internet. Penelitian Arifin (2014) membuktikan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan variabel kontrol menjadi prediktor 

signifikan secara statistik dari tingkat pengungkapan wajib.  

Selain tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah yang juga 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Pemerintah daerah yang 

berukuran besar umumnya memiliki total aset yang relatif besar (Baber, 1983). 

Semakin besar ukuran pemerintah daerah akan menanggung akuntabilitas yang 



6 

 

lebih besar sehingga permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah 

meningkat (Giroux dan McLelland, 2003). Hal ini disebabkan adanya sorotan dari 

masyarakat dan politisi terhadap pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam 

menjaga dan mengelola asetnya (Suhardjanto, Mandasari dan Brown, 2010). Hasil 

penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran 

pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil penelitian Suhardjanto dan 

Yulianingtyas (2011)  menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah bukan 

merupakan variabel prediktor pengungkapan wajib laporan keuangan.  

Pemerintah daerah dalam operasional pemerintahannya dibiayai juga oleh 

pemerintah pusat. Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah adalah dengan melihat Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

diberikan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian Robbins dan Austin (1986) 

menyatakan pemerintah daerah dengan ketergantungan finansial yang tinggi 

cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil berbeda pada penelitian Martani dan Lestiani (2012) 

yang menyatakan tingkat besar kecilnya atau kecil dari ketergantungan pada 

pemerintah pusat tidak memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk 

meningkatkan tingkat pengungkapan pada LKPD. 

Struktur pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. 

(Nordiawan, 2007). Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten 
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dan kota. Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota lebih kompleks dibanding 

kabupaten dikarenakan masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang 

sosial dan pendidikan. Penelitian Martani dan Lestiani (2012) menemukan tipe 

pemerintah daerah tidak berpengaruh dengan tingkat pengungkapan. Sebaliknya, 

hasil penelitian Susbiyani,dan lain - lain  (2014) membuktikan bahwa tipe daerah 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.  

Temuan audit merupakan variabel prediktor yang sering digunakan oleh para 

peneliti untuk mengukur tingkat kepatuhan akuntansi.  Temuan audit yang banyak 

maka pemerintah daerah memenuhi rekomendasi BPK RI dalam melakukan 

koreksi sehingga akan berupaya untuk meningkatkan pengungkapan laporan 

keuangan. Hasil penelitian Martani dan Lestiani (2012) menyatakan bahwa 

jumlah temuan audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda pada 

penelitian Arifin (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit bukan prediktor 

signifikan dari pengungkapan wajib laporan keuangan. 

Belum konklusifnya hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk 

menggunakan variabel tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah, tipe pemerintahan dan temuan audit. 

Variabel prediktor di atas mungkin dapat meningkatkan pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan sedangkan pengungkapan 

laporan keuangan terdapat pengungkapan finansial dan non finansial. Penulis 

tertarik membagi tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi tingkat 
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pengungkapan finansial dan non finansial untuk mengetahui seberapa jauh 

pemerintah daerah melakukan pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan 

uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Determinan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pembangunan manusia berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah  

2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah 

3. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

4. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah 

5. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

6. Apakah tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, tingkat 

ketergantungan, tipe pemerintah daerah dan temuan audit berpengaruh 

terhadap pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah, pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

serta faktor – faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan variabel 

tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah, tipe pemerintahan dan temuan audit. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Tingkat pengungkapan laporan keuangan yang masih rendah sehingga 

penelitian ini akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan, 

pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

berdasarkan teori keagenan pada sektor publik dan hasilnya akan 

membantu dalam meningkatkan pengawasan pemerintah dan akuntabilitas 

sektor publik.  

b. Tesis ini memisahkan tingkat pengungkapan finansial dan non finansial 

pada laporan keuangan pemerintah daerah selain meneliti tingkat 

pengungkapan laporan keuangan secara keseluruhan yang berdasarkan PP 

No 71 Tahun 2010 Lampiran II. Temuan ini diharapkan dapat 

menghasilkan implikasi penting bagi regulator, akuntan, pemerintah pusat 

dan stakeholder lainnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Pada teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976)  mendefinisikan hubungan 

keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik (principal) 

menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan 

mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan 

kepada agent. Demikian pula, dalam sektor publik hubungan antara manajer 

politik dan pemilih dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan dimana 

pemilih adalah prinsipal dan manajer politik adalah agen (Banker dan Patton, 

1987). 

Pemerintah daerah adalah salah satu jenis organisasi sektor publik yang tujuan 

utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik. Mardiasmo (2002) 

berpendapat bahwa karena menyangkut penggunaan uang publik maka 

pemerintah akan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak (stakeholders) yang 

berkaitan dengan kebutuhan untuk akuntabilitas publik. Para pemangku 
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kepentingan pemerintah akan terus menekan pemerintah daerah pada kualitas 

pelayanan publik dan akuntabilitas publik. 

Menurut Moe (1984), di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam 

kesepakatan – kesepakatan principal – agen yang dapat ditelusuri melalui proses 

anggaran: pemilih – legislatur, legislatur – pemerintah, menteri keuangan – 

pengguna anggaran, perdana menteri – birokrat, dan pejabat – pemberi pelayanan. 

Dalam organisasi pemerintah, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, ada hubungan agen – principal, di mana pemerintah pusat adalah 

principal dan pemerintah daerah sebagai agen. Hubungan muncul pertama 

dengan otonomi daerah di mana pemerintah daerah adalah adanya suatu proses 

politik. Para pemimpin pemerintah daerah dipilih langsung dari daerah proses 

pemilihan (pilkada). Namun, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah 

daerah bertanggung jawab, selain kepada masyarakat setempat sebagai pemilih, 

tetapi juga bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Fadzil dan Nyoto, 

2011).  

Halim dan Abdullah (2010) menyebutkan bahwa pada pemerintahan,peraturan 

perundang – undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, 

legislatif dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan 

hak pihak – pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Aturan keuangan negara 

yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah UU 

17/2003, UU 1/2004,  dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas 

mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan 
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publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah. APBD menurut UU 

Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah 

ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi 

pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). 

Elaborasi teori keagenan meliputi proses penganggaran dalam organisasi 

pemerintah. Fakta bahwa melalui teori keagenan, eksekutif adalah agen diantara 

legislatif dan publik dan legislatif adalah agen dari masyarakat sebagai pemilih. 

Posisi legislatif sebagai wakil dari masyarakat, dalam kejadian asimetri informasi 

dapat menyebabkan perilaku oportunistik seperti adverse selection dan moral 

hazard (Shi dan Svenson, 2002). Perilaku oportunistik dalam proses 

penganggaran contohnya, alokasi program ke dalam anggaran yang membuat 

pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, 

yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di 

dalamnya (Fadzil dan Nyoto, 2011).  

Menurut Zimmerman (1977), agency problem ada dalam konteks organisasi 

pemerintahan. Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada pemerintah 

sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pada konteks lain, politisi dapat juga disebut principal 

karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen 

karena  menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari 

teori ini, principal baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan 

kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai principal juga 
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memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah. Untuk 

meminimalkan perilaku oportunistik, rakyat menginginkan pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui 

laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui 

legislatif dapat menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah yang nantinya 

legislatif dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan pemerintah terhadap 

peraturan yang ada dan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerahnya. 

Tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan dilihat dari seberapa besar 

laporan keuangan tersebut mengacu dan sesuai pada butir - butir pengungkapan 

yang diwajibkan dalam SAP. 

2.1.2. Pengungkapan Laporan Keuangan 

Weygandt, Kieso dan Warfield ( 2007:2) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak – 

pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan 

adalah  (1) neraca, (2) laporan laba – rugi, (3) laporan arus kas, (4) laporan 

ekuitas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga 

merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan.  

Healy dan Palepu (2001) mendefinisikan pengungkapan sebagai komunikasi 

informasi ekonomi, baik keuangan atau non-keuangan, kuantitatif atau sebaliknya, 
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mengenai posisi keuangan perusahaan dan kinerja. Pada sektor publik, Mardiasmo 

(2009) menyatakan Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan 

keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan 

surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial. 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 

30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para 

gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah. PP 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah 

berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka 

komponen laporan yang disajikan setidak – tidaknya mencakup jenis laporan dan 

elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang – 

undangan (statutory reports).  

Menurut KNKG (2008), transparansi mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh 

masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan 

secara obyektif. 
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Menurut Arifin (2014), Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

entitas dikelompokkan menjadi dua jenis: pengungkapan wajib dan sukarela. 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku. Konten terdiri dari pengenalan organisasi, informasi 

keuangan dasar, informasi struktur organisasi, transaksi yang signifikan, dan 

penjelasan item - item penting. Pada pemerintahan pengungkapan wajib laporan 

keuangan harus sesuai dengan SAP.  Pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku. Konten terdiri dari strategi organisasi, rencana penelitian 

dan pengembangan, prediksi informasi, analisis proyek investasi, analisis 

informasi keuangan, pembelian dan informasi merger. 

Pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) diklasifikasikan 

menjadi 3 tingkat, yaitu : 

a. Pengungkapan memadai (adequate disclosure) merupakan tingkat 

minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara 

keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan 

yang terarah 

b. Pengungkapan wajar (fair or ethical disclosure) merupakan tingkat yang 

harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan 

informasi yang sama. 

c. Tingkat penuh (full disclosure) menuntut penyajian secara penuh semua 

informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan. 
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Definisi disclousure menurut Siegel dan Shim (1994) adalah pengungkapan atas 

informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan 

kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap 

mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan kebijakan perusahaan.  

Pengungkapan lengkap (full disclosure) Laporan keuangan pemerintah dijelaskan 

dalam PP 71 Tahun 2010 yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan pengguna laporan 

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 

atau Catatan atas Laporan Keuangan.  

PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis kas menuju akrual, SAP terdiri dari sebelas Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan = PSAP) 

yang secara agregat merupakan poin referensi bagi lembaga pemerintah 

Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan termasuk neraca, laporan realisasi 

anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP menetapkan 

sejumlah pengungkapan wajib yang harus disajikan oleh pemerintah daerah 

dalam laporan keuangannya. 

Buletin tekhnis no.1 tentang pelaporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah menjelaskan kecukupan pengungkapan mengandung arti bahwa 

laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi yang memadai yang 

dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsirannya. Laporan 
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keuangan harus mengungkapkan informasi secara cukup yang diharuskan dalam 

SAP.  Apabila pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tidak mencukupi 

sebagaimana diatur dalam SAP, pemeriksa mempertimbangkan dampak 

materialitas informasi yang tidak diungkapkan secara cukup tersebut. 

PP 71 Tahun 2010 Lampiran II menyebutkan agar dapat digunakan oleh pengguna 

dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas 

lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan 

susunan sebagai berikut : 

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 

target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam pencapaian target; 

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;  

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi 

dan kejadian-kejadian penting lainnya;  

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;  

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; 

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 
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7. Daftar dan skedul. 

Tabel 2.1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berdasarkan PP 71 

Tahun 2010 Lampiran II 

 

No PSAP Pernyataan 

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran 

PSAP 03 Laporan Arus Kas 

PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

PSAP 06 Akuntansi Investasi 

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap  

PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

PSAP 10 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa 

Luar Biasa 

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

PSAP 01 membahas penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas. PSAP 02 memuat informasi tentang realisasi 

dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk menunjukkan tingkat 

ketercapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PSAP 03 memuat informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu 

periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. PSAP 04 

secara khusus membahas tentang pengungkapan yang wajib disajikan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). PSAP 05 hingga 09 memuat informasi 

yang wajib diungkapkan dalam pejelasan beberapa pos-pos laporan keuangan di 

CaLK, antara lain secara berturut-turut persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi 
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dalam pengerjaan, dan kewajiban. PSAP 10 bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa 

luar biasa. PSAP 11 tidak diterapkan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

karena laporan keuangan konsolidasian hanya dilakukan pemerintah pusat yang 

mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi. Seluruh item-item 

pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

yang harus disajikan oleh entitas pemerintah untuk memenuhi kesesuaian 

penyajian laporan keuangan pemerintah dengan SAP. 

Arifin (2014) menggunakan Government Compliance Index (GCI) dalam 

mengukur tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah 

sebanyak 57 item. Arifin menguji variabel prediktor terhadap masing-masing 

kategori  item  pengungkapan laporan keuangan sebanyak 7 item yang mencakup 

informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, target APBD, kinerja 

keuangan, kebijakan akuntansi, item laporan keuangan, dan informasi non-

keuangan. Penelitian ini membagi pengungkapan wajib laporan keuangan 

pemerintah daerah menjadi pengungkapan wajib non finansial dan finansial. 

Pengungkapan wajib non finansial terdiri dari kebijakan fiskal, ekonomi makro, 

target APBD, kinerja keuangan dan penjelasan atas informasi non keuangan 

lainnya. Pengungkapan wajib finansial terdiri dari kebijakan akuntansi dan item – 

item dalam laporan keuangan (lihat lampiran 1).  
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2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya tentang praktik pengungkapan wajib telah 

dilakukan di sektor publik termasuk pemerintah daerah dan faktor – faktor yang 

mempengaruhinya. Robbins   dan   Austin   (1986)   melakukan   penelitian   

untuk  mengukur sensitivitas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pengungkapan laporan keuangan tahunan pemerintah kota dengan menggunakan 

metode coumpound measure dan undimensional (simple) measure. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas pengungkapan yang digunakan adalah coalition of 

voters, administrative powers, management incentives. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa administrative powers dan management incentives 

berkorelasi dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan baik menggunakan 

coumpound measure atau undimensional (simple) measure. Sedangkan coalition 

of voters yang diproksikan dengan pendapatan perkapita tidak berkorelasi dengan 

kualitas pengungkapan laporan keuangan. 

Giroux dan McLelland (2003) melakukan penelitian di Amerika Serikat yang 

difokuskan pada struktur good governance dan pengungkapan. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Council Manager kota memiliki lebih banyak dorongan untuk 

mengungkapkan laporan keuangan. Dewan kota harus lebih ketat memantau 

walikota dibandingkan dengan pemilih. Hasilnya ditemukan Council Manager 

kota memiliki pengungkapan keuangan yang superior dibandingkan dengan 

Mayor Council. Menggunakan variabel kontrol yang digunakan oleh peneliti 
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sebelumnya; kondisi keuangan, ukuran, kekayaan, regulasi. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel mengukur pengungkapan: sertifikat prestasi dan 

indeks pengungkapan. Hasilnya ditemukan Council Manager kota memiliki 

pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mayor Council. Viabilitas 

keuangan, populasi dan kekayaan yang diproksikan dengan pendapatan perkapita 

mempengaruhi indeks pengungkapan. 

Ingram (1984) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara faktor 

ekonomi dan variasinya dalam praktik akuntansi pemerintahan. Penelitian ini 

mengambil sampel pemerintah negara bagian di Amerika Serikat. Ingram 

membagi empat faktor yang mempunyai hubungan dengan tingkat 

pengungkapan, yaitu coalitions of voters, administrative selection process, 

alternative information source, dan management incentives. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berhubungan positif dan 

signifikan dengan coalition of voters, administrative selection process dan 

management incentives. Sedangkan faktor alternative information source 

mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan. 

Laswad, Fisher dan Oyelere (2005) menguji pengaruh kompetisi politik,ukuran 

pemerintah, leverage, kemakmuran daerah, press visibility dan tipe council  

terhadap pengungkapan laporan keuangan di website. Penelitian dilakukan di 86 

pemerintah daerah di Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

leverage, kemakmuran daerah, press visibility, dan tipe council berpengaruh 

dengan pengungkapan laporan keuangan di internet. 



22 

 

Arifin (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan isomorfis terhadap 

tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di 

Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat  

pengungkapan tersebut. Pengujian tingkat pengungkapan LKPD dilakukan 

dengan menggunakan GCI yang terdiri dari 57 item pengungkapan wajib yang 

didasarkan pada SAP. Hasil pengujian variabel yuridiksi (mimesis-outsider), 

adanya bantuan dan  pelatihan (mimesis-insider), proporsi non dukungan partai 

(normatif – outsider) dan variabel kontrol yaitu IPM, tingkat kemandirian 

financial, merupakan prediktor dominan untuk tingkat pengungkapan wajib 

dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah (GCI). Sedangkan jumlah temuan 

audit terbukti bukan prediktor dari tingkat pengungkapan wajib. 

Martani dan Lestiani (2012) menguji dampak dari kualitas audit, insentif 

manajemen dan karakteristik pemerintah daerah pada pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan teori keagenan. Kualitas audit 

yang diproksikan dengan jumlah temuan audit dan nilai temuan audit, insentif 

manajemen yang diproksikan dengan kekayaan pemerintah daerah, 

ketergantungan dan kompleksitas pemerintah daerah (populasi) dan karakteristik 

pemerintah daerah yang diproksikan dengan tipe pemerintah daerah. Hasil 

penelitian menyatakan jumlah temuan audit, kekayaan, dan kompleksitas 

pemerintah daerah memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan nilai temuan audit, ketergantungan 
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pemerintah daerah dan tipe pemerintah daerah tidak memiliki hubungan 

signifikan dengan pengungkapan laporan keuangan. 

Setyaningrum dan Syafitri (2012) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah 

daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik pemerintah 

daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah,kekayaan 

pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, 

diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah 

dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan LKPD. 

Susbiyani, Subroto, Sutrisno dan Purnomosidhi (2014) meneliti pengaruh ukuran 

pemerintah kabupaten dan kota, tipe pemerintah daerah, kekayaan, dan tingkat 

ketergantungan daerah pada pemerintah pusat terhadap kepatuhan pengungkapan 

wajib laporan keuangan tahun 2011 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran kabupaten dan kota, jenis pemerintah daerah, dan kekayaan 

mempengaruhi pada kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan, 

sedangkan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan. 
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Arifin, Tower dan Porter (2013) meneliti pengaruh jumlah anggota DPRD, usia 

pemerintah daerah dan kemandirian finansial terhadap tingkat pengungkapan 

informasi kebijakan fiskal dalam laporan keuangan pemerintah daerah di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan jumlah anggota DPRD, usia pemerintah 

daerah dan kemandirian finansial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

informasi kebijakan fiskaldalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.2.1. Tingkat Pembangunan  Manusia 

Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai 

suatu masyarakat. Tingkat pembangunan masyarakat dapat diukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) (Adzani dan Martani, 2014). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Meskipun tidak 

mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, IPM dinilai mampu 

mengukur dimensi – dimensi pokok dari pembangunan manusia (Badan Pusat 

Statistik, 2015).  

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan 

dengan menggunakan indikator: 1) kesehatan dengan menggunakan dimensi 

angka harapan hidup saat lahir, 2) pengetahuan, menggunakan dimensi harapan 

lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, 3) standar hidup layak dengan 

menggunakan dimensi pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 
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Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas 

manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, 

penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, 

untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik 

(BPS, 2015). 

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi akuntabilitas pemerintah. 

(Huther dan Shah, 1998). Semakin baik pertumbuhan IPM maka semakin baik 

pula kualitas kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan good governance 

(Ramachandran, 2002). Peran pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan 

merupakan faktor utama tingkat pembangunan manusia dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang merupakan salah satu tujuan nasional. Ketiga indikator ini 

merupakan kunci dari pembangunan masyarakat sehingga, peningkatan ketiga 

indikator tersebut dapat meningkatkan perspektif yang lebih baik bagi masyarakat 

dalam mengawasi pemerintahannya dan memajukan good public governance di 

daerahnya (Rajkumar dan Swaroop, 2002).  

Schofer dan Meyer (2005) menyatakan bahwa tekanan untuk melaksanakan tata 

pemerintahan yang baik lebih besar di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dengan kualitas lingkungan secara 

keseluruhan lebih rendah cenderung memiliki IPM rendah, berpotensi memiliki 

good governance yang lebih rendah. 



26 

 

Giroux  dan  McLelland  (2003)  mengungkapkan  bahwa  daerah  dengan  

pendapatan  per  kapita  yang  lebih tinggi  memiliki  permintaan  atas  

akuntabilitas  yang  lebih  tinggi. Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang 

tinggi   memiliki kecenderungan untuk mengawasi   pengelolaan   kekayaan   

pemerintah. Penelitian Ingram (1984) menyatakan coalitions of voters dengan 

menggunakan proksi indeks urbanisasi, indeks kompetisi politik, pendapatan per 

kapita dan rata – rata lamanya sekolah memiliki hubungan signifikan dengan 

tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian Adzani dan Martani 

(2014) menunjukkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap 

tingkat perbaikan opini audit di daerahnya. Penelitian Arifin (2014) menyatakan 

bahwa indeks pembangunan manusia merupakan prediktor signifikan dari tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. 

Tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat sebagai principal yang 

semakin baik maka akan semakin tinggi tingkat kemampuannya dan bersikap 

kritis dalam mengawasi tata kelola keuangan pemerintahannya sehingga akan 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel. (Adzani 

dan Martani, 2014). Pemerintah daerah yang memiliki IPM tinggi diharapkan 

memiliki pengungkapan wajib yang lebih baik karena mereka menerima tekanan 

yang lebih besar dari masyarakat (Arifin, 2014).  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berargumen bahwa semakin tinggi tingkat 

pembangunan manusia semakin baik kualitas kehidupan masyarakat sehingga 

dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintah daerah yang 
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akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk menyajikan pengungkapan laporan 

keuangan secara penuh.  Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1a: Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

H1b: Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan financial laporan keuangan pemerintah daerah 

H1c: Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan non financial laporan keuangan pemerintah daerah 

2.2.2.2. Ukuran Pemerintah Daerah 

Semakin besar ukuran pemerintah daerah  maka akan semakin kompleks 

permasalahan di daerah tersebut. Ukuran pemerintah diukur dalam berbagai cara. 

Beberapa ahli mengukur ukuran oleh pendapatan tahunan, lainnya dengan jumlah 

karyawan penuh-waktu atau pangsa pasar (Patrick, 2007). Pemerintah daerah yang 

berukuran besar umumnya memiliki total aset yang relatif besar (Baber, 1983).  

Hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa 

ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) 

menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian berbeda pada penelitian 

Patrick (2007) yang membuktikan ukuran pemerintah daerah merupakan penentu 
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yang kuat dari adopsi Government Accounting Standards Board 34 (GASB 34) 

yang bertujuan lebih memperjelas posisi keuangan pemerintah daerah dengan 

mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan informasi neraca lengkap. 

Penelitian Susbiyani, dan lain - lain  (2014) menyatakan ukuran pemerintah 

daerah mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan.  

Pemerintah daerah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam 

menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu 

mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan 

pengelolaannya (Suhardjanto dan lain - lain , 2010).  Oleh karena itu, pemerintah 

daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan 

sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007). Berdasarkan teori agensi, pihak 

principal mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak agent yang melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintahan, rakyat memberikan 

mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar ukuran pemerintah 

maka semakin besar pula sorotan dari masyarakat dan politisi terhadap yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sehingga pemerintah daerah 

sebagai agen menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya 

peningkatan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Semakin besar 

ukuran, pemerintah daerah akan menanggung akuntabilitas yang lebih besar 

sehingga permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah meningkat (Giroux 

dan McLelland, 2003). 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

H2a: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

H2b: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan financial laporan keuangan pemerintah daerah 

H2c: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan non financial laporan keuangan pemerintah daerah 

2.2.2.3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah 

Sebagian besar pendapatan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Pada 

tahun 2014, komposisi pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari dana 

perimbangan mencapai lebih dari 50% dengan rincian dana hasil pajak/bukan 

pajak sebesar 16,23%, dana alokasi umum sebesar 76,07% dan dana alokasi 

khusus sebesar 7,70% dari total dana perimbangan (Kemendagri, 2016). 

Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Falkman dan Tagesson (2008) dalam Martani dan Lestiani (2012) menemukan 

bahwa kepatuhan pemerintah daerah dengan standar akuntansi yang dipengaruhi 

oleh jumlah penghasilan yang diperoleh dari hibah pemerintah pusat.  Penelitian 

Robbin dan Austin (1986) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara ketergantungan dan kualitas pengungkapan dalam laporan 
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keuangan pemerintah daerah di Amerika Serikat. Berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Martani dan Lestiani (2012) yang membuktikan bahwa 

ketergantungan pemerintah daerah tidak memiliki hubungan signifikan dengan 

pengungkapan laporan keuangan 

Menurut Ingram (1984), para kreditur mungkin memberikan batasan pada operasi 

pemerintah dan mensyaratkan hal-hal yang harus diungkapkan untuk memantau 

kepatuhan dengan pembatasan. Ketergantungan pada dana pihak ketiga harus 

meningkatkan keterbukaan. Sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada 

dana pemerintah pusat juga akan meningkatkan keterbukaan informasi laporan 

keuangan. 

Martani dan Lestiani (2012) menggunakan Jumlah dana alokasi umum yang 

ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dibagi oleh total 

pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer terbesar dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan 

APBN.  DAU digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat 

umum dan sehari – hari (Nordiawan, 2007).  

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dengan 

maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui 

penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Besar 

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu 

daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi 
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daerah (fiscal capacity). Dengan demikian, adanya transfer dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah menimbulkan konsekuensi berupa monitoring dari pusat ke 

daerah terkait keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut, 

apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk 

keperluan lainnya (Kawedar, Abdul, dan Sri, 2008). Hal ini sesuai dengan teori 

agency, Pemerintah pusat sebagai principal akan memonitor dan mengevaluasi 

atas penggunaan dana tersebut untuk belanja daerah. Pemerintah daerah sebagai 

agent  akan berusaha mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut 

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  

Menurut Ingram (1984) rasio intergovernmental revenue terhadap total 

pendapatan mempresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan cenderung 

meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Martani dan 

Lestiani, 2012, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memiliki tingkat 

ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat jika proporsi pendapatan 

yang berasal dari pemerintah pusat tinggi. Organisasi yang memiliki tingkat 

ketergantungan yang lebih tinggi akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk 

mematuhi peraturan. Standar akuntansi adalah peraturan pemerintah yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Tingginya  

ketergantungan pemerintah pusat cenderung meningkatkan pengungkapan 

informasi laporan keuangan. Pemerintah pusat akan memantau dan mengevaluasi 

pemerintah daerah karena memberikan dana untuk belanja pemerintah daerah. 
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Jika proporsi APBD yang berasal dari pemerintah pusat tinggi, pemerintah 

daerah akan meningkatkan pengungkapannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

H3a: Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

H3b:  Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan financial laporan keuangan pemerintah daerah 

H3c:  Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan non financial laporan keuangan pemerintah daerah 

2.2.2.4. Tipe Pemerintahan 

Indonesia memiliki lebih dari dua belas ribu pulau dengan jumlah penduduk 

menurut sensus penduduk tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa. Indonesia 

memiliki tiga tingkatan pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau 

kabupaten. Setiap jenis pemerintah daerah yang memiliki karakteristik populasi 

yang berbeda. 

UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu 

dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai 

daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. 

Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah 

administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah 

kabupaten/kota. 

Penelitian Martani dan Lestiani (2012) menemukan tipe pemerintah daerah 

memiliki hubungan positif tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan. Dapat 

disimpulkan bahwa kedua jenis kota dan kabupaten tidak memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Ini berarti tidak ada perbedaan  

tingkat pengungkapan antara tipe pemerintah daerah dari perspektif investor, 

ekonomi kota yang lebih baik daripada yang kabupaten sehingga tingkat 

pengungkapan kota yang lebih baik dari kabupaten. Hasil penelitian Susbiyani,   

dan lain – lain (2014) membuktikan bahwa tipe daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.  

Tingkat pengungkapan wajib mungkin terkait dengan jenis pemerintah daerah 

sebagai kabupaten atau kotamadya. Wilayah kota merupakan tujuan favorit 

urbanisasi yang memiliki populasi yang besar dan memiliki populasi lebih 

heterogen baik dari segi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kota memiliki 

karakteristik faktor ekonomi yang kuat didukung oleh infrastruktur yang baik dan 

banyak pusat kegiatan pendidikan untuk membuat kota lebih sering berinteraksi 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, kota mungkin memiliki motivasi yang lebih 
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besar untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan mereka 

(Ingram,1984 dan Martani dan Lestianingsih, 2012). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

H4a: Tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan 

H4b: Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan financial laporan keuangan pemerintah daerah 

H4c: Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan non financial laporan keuangan pemerintah daerah 

2.2.2.5. Temuan Audit 

Di Indonesia, seluruh pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) sehingga tidak ada perbedaan audior. Auditing adalah suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002). Pemeriksaan keuangan 

negara yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang 

dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk 

rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK 
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dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan 

suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

BPK menggunakan Standar Audit Keuangan Pemerintah yang mengacu pada 

standar audit umum (standar audit internasional yang diadopsi oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia). Audit BPK memberikan tiga laporan kepada 

parlemen, laporan audit laporan keuangan, pengendalian internal dan kepatuhan 

terhadap peraturan pemerintah (Martani dan Lestiani, 2012). Hal ini sesuai 

dengan teori agency, untuk mengurangi asymetri informasi, Opini BPK diberikan 

dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji 

yang material atas pos-pos laporan keuangan. Laporan keuangan juga  telah 

menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (BPK, 2011). 

Menurut Anderson, Ejoh dan Ejom (2014), teori keagenan menjelaskan 

perusahaan sebagai struktur yang diperlukan untuk mempertahankan kontrak, 

dan melalui perusahaan, teori keagenan  dimungkinkan untuk melakukan kontrol 

yang mengurangi perilaku oportunistik dari agent. Dalam rangka untuk 

menyelaraskan kepentingan agent dan principal, kontrak komprehensif ditulis 

untuk mengatasi kepentingan kedua agent dan principal; dan  hubungan ini 

diperkuat oleh principal mempekerjakan seorang ahli untuk memantau agent. 

Dalam sektor publik, BPK merupakan ahli untuk memantau pemerintah sebagai 

agen dalam pengelolaan keuangan.  
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Berdasarkan UU 15/2004, hasil pemeriksaan BPK RI  selain opini juga dapat 

berupa catatan temuan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas temuan  

pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu  temuan  atas  kelemahan SPI dan temuan 

atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI  

terbagi  menjadi tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian 

akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan APBD, dan kelemahan 

struktur pengendalian intern. Sementara temuan atas ketidakpatuhan terbagi 

menjadi lima klasifikasi temuan, yaitu indikasi/potensi kerugian daerah, 

kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematan, dan ketidak 

efektifan.  

Penelitian Arifin (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit bukan prediktor 

signifikan dari pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil berbeda pada 

Penelitian Martani dan Lestiani (2012) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit 

berhubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan 

pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Sebab 

melalui temuan ini, BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan 

pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar 

jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan 

keuangan (Arifin, 2014 dan Martani dan Lestiani, 2012) 



37 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

H5a: Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

H5b: Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan financial laporan keuangan pemerintah daerah 

H5c: Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan non financial laporan keuangan pemerintah daerah 

2.3. Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan hipotesis, determinan yang berhubungan dengan 

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah digambarkan 

dalam model sebagai berikut: 

Gambar 2.1.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Penelitian ini 

menggunakan populasi seluruh laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Pengambilan sampel menggunakan  purpossive sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan menggunakan kriteria berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif  (Sekaran, 

2006). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di 

Indonesia, yaitu tahun 2014 dengan total 505 observasi pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Sampel penelitian sebesar 481 observasi kabupaten/kota, 

sehingga sampel penelitian ini mewakili 95% dari populasi penelitian. Pemilihan 

waktu tahun 2014 karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir 
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menggunakan laporan keuangan berbasis cash to accruals. Data dikeluarkan dari 

sampel sebanyak 24 kabupaten/kota dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Tidak adanya data temuan audit pada LHP tahun 2014 atas LKPD tahun 

2013 pada daerah pemekaran wilayah sebanyak 16 kabupaten/kota 

2. Data Calk pada LKPD 2014 yang sudah diaudit tidak lengkap sebanyak 4 

kabupaten/kota 

3. LKPD yang sudah menggunakan basis akrual sebanyak 4 kabupaten/kota 

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Uraian Jumlah Pemerintah Daerah 

Populasi  505 

Data tidak lengkap (4) 

Tidak terdapat data temuan audit tahun 2013 

pada daerah pemekaran 
(16) 

LKPD basis akrual (4) 

Total sampel 481 
Keterangan tabel: tabel ini menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. 

3.2. Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

variabel independen berupa laporan neraca dan laporan realisasi anggaran tahun 

2014 yang diperoleh dari BPK. Jumlah temuan audit diperoleh dari Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2014 atas Laporan Keuangan tahun 2013. 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tahun 2014 diperoleh dari website 

Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Sedangkan variabel dependen diperoleh 

dari Laporan Tahunan  2014 yang telah diaudit BPK. Periode pengamatan tingkat 

http://www.bps.go.id/
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pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan tahun anggaran 

2014. 

Penelitian ini menggunakan data cross section, setiap observasi di kota dan 

kabupaten pada tahun penelitian dianggap data cross section. Data cross-

sectional mengacu pada data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal 

(seperti individu, perusahaan atau negara/daerah) pada titik waktu yang sama, 

tanpa memperhatikan perbedaan waktu (Gujarati, 2003).  

3.3. Definisi Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

3.3.3.1.  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat 

kepatuhan laporan keuangan pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan SAP, pengungkapan adalah (seharusnya) 

wajib (Suhardjanto dan Lesmana 2010; Hilmi dan Martani 2012). Tingkat 

kepatuhan SAP dalam laporan keuangan diukur dengan indeks yang telah 

disesuaikan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis cash to accrual. 

Mengacu pada penelitian Arifin (2014), menguji variabel prediktor terhadap 

masing-masing kategori Item  pengungkapan dalam GCI yang mencakup 

informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, target APBD, kinerja 

keuangan, kebijakan akuntansi, item laporan keuangan, dan informasi non-
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keuangan. Penelitian ini selain menghitung indeks seluruh kategori pengungkapan 

wajib laporan keuangan sesuai dengan SAP dalam PP 71 Tahun 2010 lampiran II, 

juga  membagi pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah menjadi 

pengungkapan wajib non finansial dan finansial. Pengungkapan wajib non 

financial sebanyak 30 item pengungkapan, terdiri dari kebijakan fiskal, ekonomi 

makro, target APBD, kinerja keuangan, dan informasi non keuangan lainnya. 

Pengungkapan wajib finansial sebanyak 51 item pengungkapan, terdiri dari, 

kebijakan akuntansi dan item-item dalam laporan keuangan 

Menurut Cooke (1991), indeks pengungkapan dapat diklasifikasikan sebagai 

indeks tertimbang atau tak tertimbang. Dalam indeks pengungkapan tertimbang, 

item pengungkapan khusus diberikan lebih tinggi (atau lebih rendah) skor (ketika 

item-item diungkapkan) dari item pengungkapan lainnya berdasarkan dirasakan 

pentingnya item-item tertentu. Sedangkan, dalam sebuah indeks tak tertimbang, 

setiap item pengungkapan dianggap sama pentingnya dan oleh karena itu setiap 

item diberikan skor yang sama ketika diungkapkan. Kebanyakan penelitian 

sebelumnya menggunakan indeks pengungkapan tak tertimbang untuk mengukur 

tingkat pengungkapan sebagai teknik ini dianggap jauh lebih subjektif dari indeks 

tertimbang dan lebih relevan untuk semua entitas. Dengan demikian, tesis ini 

mengadopsi teknik tak tertimbang untuk mencetak setiap item pengungkapan. 

Dalam indeks pengungkapan, isi dari setiap laporan keuangan dibandingkan 

dengan item yang tercantum pada daftar dan dikodekan sebagai 1 atau 0, 
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tergantung pada apakah sesuai atau tidak  isian dengan item yang tercantum pada 

checklist (Meek, Roberts, dan Gray 1995 ).  

Skor indeks pengungkapan untuk setiap pemerintah daerah Indonesia dalam 

sampel akhir kemudian dihitung sebagai rasio dari total skor diberikan kepada 

pemerintah daerah dibagi dengan jumlah maksimum item yang berlaku untuk 

entitas. Setiap item yang diperlukan pada checklist berkode "1" jika diungkapkan 

dan "0" jika item tersebut tidak diungkapkan. Indeks tersebut dinyatakan sebagai 

rasio persentase berkisar antara 0% sampai 100%. Pengukuran ini sebelumnya 

digunakan oleh Arifin dan Tower (2013), Martani dan Lestiani (2012) dan Arifin 

(2014)  

Total Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan: 

Jumlah item dalam laporan keuangan    x 100 

Total item yang harus diungkapkan (81 item) 

 

Tingkat Pengungkapan Finansial Laporan Keuangan  

Jumlah item dalam laporan keuangan    x 100 

Total item yang harus diungkapkan (51 item) 

Tingkat Pengungkapan Non Finansial Laporan Keuangan  

Jumlah item dalam laporan keuangan    x 100 
Total item yang harus diungkapkan (30 item) 

 

3.3.2.  Variabel Independen 

3.3.2.1. Tingkat Pembangunan Manusia 

Tingkat pembangunan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) (Adzani dan Martani, 2014). Meskipun tidak mengukur semua 
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dimensi dari pembangunan manusia, IPM dinilai mampu mengukur dimensi – 

dimensi pokok dari pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Indikator yang dipakai BPS dalam IPM yaitu; 1) kesehatan dengan menggunakan 

dimensi angka harapan hidup saat lahir, 2) pengetahuan, menggunakan dimensi 

harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, 3) standar hidup layak dengan 

menggunakan dimensi pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk 

mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok – kelompok yang sama 

dalam dalam hal pembangunan manusia. 

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM = 80 

2. Kelompok “tinggi”: 70 = IPM < 80 

3. Kelompok “sedang”: 60 = IPM < 70 

4. Kelompok “rendah”: IPM < 60 

3.3.2.2. Ukuran  Pemerintah Daerah 

Ukuran pemerintah daerah mengacu pada seberapa besar pemerintah daerah 

tersebut. Ukuran diukur dalam berbagai cara. Beberapa ahli mengukur ukuran 

oleh pendapatan tahunan, lainnya dengan termasuk, total pendapatan, log 

pendapatan, dan total aset. jumlah karyawan penuh-waktu (Patrick, 2007).  

Ukuran pemerintah diukur dari total aset (Laswad dan lain - lain , 2005, Patrick, 

2007 dan Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Dengan demikian ukuran pemerintah 
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daerah menggambarkan besar kecilnya pemerintah daerah dapat dilihat dari total 

aset yang dimiliki. 

3.3.2.3. Tingkat Ketergantungan 

Sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pemerintah pusat.  Pemerintah 

pusat akan memonitor dan mengevaluasi atas penggunaan dana tersebut. Jika 

pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pusat tinggi maka tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi. 

Ukuran tingkat ketergantungan merujuk pada penelitian Martani dan Lestiani 

(2012) yang menggunakan jumlah dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer 

pemerintah pusat dibagi dengan total pendapatan daerah. 

3.3.2.4. Tipe Pemerintahan Daerah 

Tipe pemerintahan daerah merupakan bentuk pemerintahan daerah. Pemerintah 

Daerah di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota 

dan pemerintah kabupaten. Tingkat pengungkapan wajib terkait dengan jenis 

pemerintah daerah sebagai kabupaten atau kotamadya (Arifin,2014).  Mengacu 

pada penelitian Arifin (2014) dan Martani dan Lestiani (2012), variabel ini 

menggunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk pemerintahan kota dan 2 untuk 

pemerintahan kabupaten. 

3.3.2.5. Temuan Audit 

BPK menggunakan Standar Audit Keuangan Pemerintah yang mengacu pada 

standar audit umum (standar audit internasional yang diadopsi oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia). Audit BPK memberikan tiga laporan kepada 

parlemen, laporan audit laporan keuangan, pengendalian internal dan kepatuhan 
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terhadap peraturan pemerintah. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang 

ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang 

dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Jumlah temuan audit menggunakan LHP Tahun 2014 atas LKPD tahun 2013 

yang dikeluarkan oleh BPK. Jumlah temuan audit diukur dari jumlah temuan 

audit atas ketidakpatuhan yang terbagi menjadi lima klasifikasi temuan, yaitu 

indikasi/potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan 

administrasi, ketidak hematan, dan ketidak efektifan. Pengukuran ini sebelumnya 

digunakan Arifin (2014). 

3.4. Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu tingkat pembangunan 

manusia (IPM), ukuran pemerintah daerah (UKR), ketergantungan pemerintah 

daerah (DEP), tipe pemerintahan (TIPE), dan jumlah temuan audit (AUD). 

Variable dependen yaitu Pengungkapan LKPD (DISC), Pengungkapan Finansial 

LKPD (DFIN), Pengungkapan Non Finansial LKPD (DNFIN) 
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Tabel 3.2. Operasional Variabel 

Koefisien Variabel Pengukuran Variabel Hipotesis 

DISC Pengungkapan LKPD Indeks Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

 

DFIN Pengungkapan 

Finansial LKPD 

Indeks Pengungkapan 

Finansial Laporan Keuangan 

 

DNFIN Pengungkapan Non 

Finansial LKPD 

Indeks Pengungkapan Non 

Finansial Laporan Keuangan 

 

IPM Tingkat Pembangunan 

Manusia 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

Positif 

UKR Ukuran pemerintah 

daerah 

Logaritma Natural Total aset Positif 

DEP Ketergantungan 

Pemda 

DAU/Total Pendapatan Positif 

TIPE Tipe Pemeritah 

Daerah 

Variabel dummy, 1 jika kota 

dan 2 jika Kabupaten 

Positif 

AUD Temuan Audit Jumlah temuan audit tahun 

sebelumya 

Positif 

 

3.5. Alat Analisis 

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat 

satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi 

berganda memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu 

variabel atau lebih.  

Model regresi dalam penelitian ini meregresikan semua pemerintah daerah 

sampel. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan indeks pembangunan 

manusia,ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah, tipe pemerintah dan 

temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

dengan melihat kekuatan hubungan antara tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan kandungan indeks pembangunan 
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manusia,ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah, tipe pemerintah dan 

temuan audit dengan menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi. Variabel 

ukuran pemda yang diproksikan dengan total aset, akan ditransformasikan 

menjadi nilai logaritma natural untuk membuat variabel tersebut menjadi lebih 

sederhana dan memiliki skala rasio sehingga akan lebih mudah untuk 

diinterpretasikan. Dengan kerangka konseptual di atas maka diperoleh model 

regresi sebagai berikut: 

Model I 

DISC = α + α 1IPM + α 2LnUKR + α 3DEP + α 4TIPE + α5AUD + ε 

Model II 

DFin = α + α 1IPM + α 2LnUKR + α 3DEP + α 4TIPE + α5AUD + ε 

Model III 

DNFin = α + α 1IPM + α 2LnUKR + α 3DEP + α 4TIPE + α5AUD + ε 

Keterangan : 

DISC = Indeks scoring tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

DFin = Indeks scoring tingkat pengungkapan finansial pada laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

DNfin = Indeks scoring tingkat pengungkapan non finansial pada laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

  α = Konstanta 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

LnUKR = Logaritma Natural Ukuran Pemerintah Daerah 

DEP   = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah 

TIPE = Tipe Pemerintah Daerah 

AUD = Jumlah Temuan Audit  

3.6. Metode Analisis 

Analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui model ekonometrika 

dengan menggunakan analisis data cross section. Data cross section merupakan 
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data yang dikumpulkan pada satu waktu terhadap banyak obyek. Jika data yang 

diestimasi yang diestimasi berupa data cross section, maka hasil estimasi tersebut 

dapat diketahui variasi antar individu dalam periode tersebut (Gujarati, 2003). 

Alat uji yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah metode regresi 

linear berganda. Pengujian analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh 

antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis 

regresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum 

melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik 

deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam menganalisis 

digunakan SPSS 21.0 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-

variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

gambaran data yang akan dianalisis. Ghozali (2007) menyebutkan bahwa alat 

analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai 

maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif 

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. 

Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu 

penjelasan dan penafsiran. 
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3.6.2. Uji Asumsi Klasik  

3.6.2.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini terdapat 

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali dan Ratmono, 2013). Alat uji yang 

digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability 

plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).  

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-

Sample K-S) adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal.  

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal.  
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3.6.2.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali dan 

Ratmono, 2013).  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas.  Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan untuk mengetahui 

ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji statistik. Uji statistik yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan 

cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen signifikan 
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secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terindikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi >0,05, maka model tersebut bebas 

dari heteroskedastisitas.  

3.6.3. Uji  Model 

Uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi 

yang diestimasi layak atau tidak. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik 

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Layak di sini maksudnya adalah model yang 

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat 

kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa 

model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung 

lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi 

yang diestimasi tidak layak.  

3.6.3.1 Uji koefisien determinasi (R
2
)   

Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adj R
2
 yang 

menunjukkan sampai seberapa besar variasi variabel bebas mampu menjelaskan 

variabel tak bebas. Jika adj R
2
=1, maka variabel bebas sempurna menjelaskan 

variabel tak bebas. Jika adj R
2
 mendekati satu, maka variabel bebas semakin 

mempunyai pengaruh kuat dalam menjelaskan variabel tak bebas dalam regresi 

yang dihasilkan.Sebaliknya jika adj R
2
 mendekati nilai nol, maka variabel bebas 
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semakin lemah dalam menjelaskan variabel tak bebas dalam hasil regresi 

(Gujarati, 2003). Gujarati (2003) juga menjelaskan meskipun adj R
2
 tidak begitu 

besar tetapi uji statistik menunjukkan signifikansi, maka model dapat dikatakan 

layak secara statistik. 

3.6.4. Uji Koefisien Regresi (Uji t)  

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi vaiabel 

dependen.  

Dengan tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

1. Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

2. Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka H0 diterima, artinya terdapat tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah, pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

serta faktor – faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan variabel 

tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah, tipe pemerintahan dan temuan audit. 

Tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indeks 81 item yang terbagi dalam 7 kategori yang berasal dari 

Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II) 

untuk mengeksplorasi hubungan antara pengungkapan wajib (sebagai diukur 

dengan indeks pengungkapan laporan keuangan) dengan variabel prediktor. Hasil 

penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor publik yaitu  

dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang 

dilihat dari tingkat pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah secara 

keseluruhan, pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

pemerintah daerah. Informasi finansial dan non finansial pada laporan keuangan 
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penting karena masyarakat sebagai principal berhak mengetahui dan 

penyelenggaraan keuangan dan hasil dari kinerja pemerintah daerah sebagai 

agent. Hal ini didukung oleh Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan negara. 

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan sebelumnya, 

maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengungkapan finansial.  

2. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, 

pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

3. Tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah 

daerah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan 

baik finansial atau non finansial.  

4. Tipe pemerintahan baik kota dan kabupaten tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan, sehingga tidak ada perbedaan 

tingkat pengungkapan antara tipe pemerintah daerah.  
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5. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat total pengungkapan 

laporan keuangan dan pengungkapan finansial. Temuan audit ternyata 

berpengaruh terhadap pengungkapan non finansial laporan keuangan. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan Penelitian ini menggunakan cross-sectional daripada data 

longitudinal. Akibatnya, tidak mendeteksi perubahan temporal praktik 

pengungkapan wajib oleh pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah 

laporan keuangan tahun 2014 yang masih menggunakan basis cash to accrual 

karena pada saat pembuatan tesis ini,  laporan keuangan tahun 2015 belum 

tersedia secara lengkap namun, penggunaan laporan keuangan tahun 2014 sesuai 

dengan penelitian ini karena merupakan tahun terakhir kebijakan penggunaan 

basis cash to accrual dalam laporan keuangan.  

Penelitian ini hanya menggunakan jumlah temuan audit dari total temuan 

kepatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan finansial laporan keuangan tetapi berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan non finansial, namun tidak melakukan pengujian pengaruh 

tingkat penyimpangan dan nilai temuan audit sebagai variabel prediktor 

pengungkapan laporan keuangan 

Penelitian ini hanya melakukan pengujian pengaruh variabel prediktor terhadap 

total pengungkapan, pengungkapan finansial dan non finansial pada 
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pengungkapan laporan keuangan namun, tidak melakukan pengujian pengaruh 

variabel prediktor terhadap tujuh kategori pengungkapan laporan keuangan.  

5.3. Saran  

Penelitian lanjutan mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan pengujian terhadap tujuh kategori pengungkapan sehingga 

dapat diketahui kategori yang lebih mendominasi dalam pengungkapan laporan 

keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat merujuk pada SAP No 71 

Tahun 2010 Lampiran I yang memuat pengungkapan laporan keuangan berbasis 

akrual. Variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi politik, kondisi keuangan 

pemerintah daerah, jumlah auditor internal, tingkat penyimpangan dan nilai 

temuan audit dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya. 
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